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ABSTRAK

Penelitian hukum Problematika Perbedaan Pendapat Antara Bawaslu Dan Sentra
Gakkumdu Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Politik Uang, Studi Kasus
Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji problematika perbedaan pendapat antara
Bawaslu dan unsur lain dalam Sentra Gakkumdu, kemudian upaya agar Bawaslu dan
Unsur lain pada Sentra Gakkumdu dapat optimal dalam Penegakan hukum
pelanggaran politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data
berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka . bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis
hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang bertugas
sebagai pengawas dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah masih belum
menunjukan kemandirian secara penuh, terutama pada saat penanganan pelanggaran
pidana politik uang. adanya perbedaan pendapat dengan unsur kepolisian dan unsur
kejaksaan menunjukan Bawaslu belum memiliki kemandirian dalam menindak
pelanggaran politik uang. Maka, perlu adanya empowering terhadap Bawaslu.
Bawaslu harus diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penyidikan dan
penuntutan dengan mengangkat penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan
penuntutan dengan arahan dari Bawaslu.

Kata Kunci: Perbedaan Pendapat, Kewenangan, Bawaslu, Politik Uang.

ABSTRACT

Legal research on the Problematics of Differences Of Opinion Between Bawaslu and
Gakkumdu Center Against Law Enforcement of Money Politics Violations, Case
Studies of Money Politics Violations in Pilkada of Bantul 2020. Aims to identify and
examine the problematic of differences of opinion between Bawaslu and other
elements in Gakkumdu Center, then efforts Bawaslu and Another element in the
Gakkumdu Center can be optimal in law enforcement of money politics violation.
This thesis research is a normative research with a conceptual approach and a
statutory approach sources of data in the from of secondary data consisting of primary
materials and secondary materials. Methods of data collection using library studies.
Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using the legal
analysis method. Deductive thingking procces is used to draw conclusions. The
results of this study indicate that Bawaslu as an independent institution that serve as
a supervisor in the process of the Regional Head General Election has not yet shown
full independences, especially when handling money politics violations. The
existence of differences of opinion with elements of the police and elements of the
prosecutor’s office shows that Bawaslu does not yet have the independence in taking
action against violations of money politics. So, it is necessary to empore Bawaslu.



That Bawaslu must be given the authority to be able to carry out investigations and

prosecutions by appointing police investigators and the prosecutor’s office to carry
out prosecutions under the direction of Bawaslu.

Keywords: Difference of Opinion, Authority, Bawaslu, Money Politics.
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